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ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI 2015 - 2019

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan
Terpercaya (Nawacita 2 - RPJMN)

Penyempurnaan sistem manajemen
dan pelaporan kinerja

Penerapan e-government untuk
mendukung bisnis proses
pemerintahan dan pembangunan

Penerapan Open Government

OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

r- 1. Pembentukan PPID

2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan
informasi publik

3. Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan anggaran

4. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan
mengawasi pelaksanaan kebijakan publik

5. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif

yang dapat diakses publik

6. Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional



PENYELENGGARAAN OGI MENDUKUNG RKP

Diluncurkan el N s
Presiden RIPada ! i COVERNMENT Government delapan Negara

2012

Partnership pemrakarsa OGP di
tahun 2011
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KELEMBAGAAN PENGELOLA OGl
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CAPAIAN RENAKSI OGI

Beberapa inisiatif yang ditelurkan melalui rencana aksi
OGI dan berkelanjutan s/d sekarang antara lain:

Kanal aduan publik nasional

E LAPOR! Bagian dari amanat UU 25/2009

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Akselerasi penyelenggaraan Pejabat

P PI D Pengelola Informasi dan

Dokumentasi
Bagian dari amanat UU 14/2008

RENAKSI
2014-2015 _
¢ Penyelenggaraan Portal Nasional

Data terbuka (Open Data)

data.go.id

Sekumpulan program kerja yang disusun sebagai bentuk komitmen )
pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih Penerbitan Perpres 9/2016 yang

terbuka, partisipatif, dan inovatif. SATU PETA mengakselerasi perbaikan informasi

Geo-spasial
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SISTEM PEMANTAUAN RENCANA AKSI OGI 2017

1. Sistem Pemantauan Rencana Aksi Open Government Indonesia adalah sistem pelaporan secara
triwulanan Rencana Aksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

2. Sistem Pemantauan memberikan gambaran terkait target capaian pelaksanaan setiap Program,
Prioritas, Rencana Aksi (Renaksi), Sub-Renaksi dan memuat kriteria serta ukuran keberhasilan
pelaksanaannya.

gy‘ Sihern PormarAanan Beranda

+ Monitor

9 Forum Rencana Aksi Open Government Indonesia 2017 = browse  eport  xs

Status Pelaporan

2017 @

T17-B12 December 2017
. 20 « 20 target akhir tidak tercapa |wMerah ~ Kuning = Hijau =Biru = Abu-abu |

’7 44 o 44 target akhir tercapa 28.99%
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PENYELENGGARAAN RENAKSI OGI 2016-2017



PELAKSANAAN RENCANA AKSI OGI 2017

Pelaksanaan Renaksi
melibatkan:

e 13 Kementerian dan
Lembaga

e 1Provinsi

e 4 Kabupaten/ Kota
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Tematik Renaksi:

1. Peningkatan Partisipasi
Publik

2. Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan,
Reformasi Birokrasi
dan Penguatan
Pelayanan Publik

3. Penguatan
Keterbukaan Informasi
Publik

4. Tata Kelola Data

RealisasiCapaian Sub-Renaksi OGI Tahun 2017
(persen)

Target Akhir
Tercapai
65%

Target Akhir Tercapai = Target Akhir Tidak Tercapai ® Tidak Ada Target Capaian

Sumber: Sistem Pemantauan Rencana Aksi Open
Government Indonesia (Per Desember 2017)



PRAKTIK BAIK PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI RENAKSI OGI 2016-2017

Satu Peta: Pemetaan Partisipatif Penanganan Pengaduan

Objektif: Peningkatan partisipasi publik Objektif: Peningkatan kredibilitas

dalam tata kelola perbaikan geospasial Ombudsman RI sebagai otoritas nasional

Output: Ditetapkannya standar acuan peran pemantau kualitas pelayanan publik

masyarakat dalam kebijakan satu peta Output: Tersedianya tracking system dalam

Signifikansi: Masyarakat dapat terlibat memantau pengawasan pelayanan publik

secara aktif dan mengakses kebijakan satu Signifikansi: Masyarakat mendapatkan

peta tindaklanjut pengaduan yang lebih
berkualitas. Akuntabilitas kinerja lembaga
meningkat

Forum Konsultasi Publik
Objektif: Penyusunan himbauan dan panduan

Eig:i:(nstansi publik dalam melakukan konsultasi Keterbukaan Anggaran
Output: Terbitnya SE Menpan No0.56/2017 dan _Objektif:. Transparansi keterbukaan
terdapat 165 Instansi daerah yang mengikuti informasi anggaran

sosialisasi FKP ‘—, ‘ Output: Akses portal data
Signifikansi: Masyarakat secara aktif dapat . (data-apbn.kemenkeu.go.id) dan fitur
merumuskan rencana aksi perbaikan birokrasi. peta _data da_n data query
Penyelenggaraan pemerintahan lebih akuntabel Signifikansi: Masyarakat dapat

dan partisipatif memantau alokasi anggaran dengan

mudah dan informatif.
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PRAKTIK BAIK PEMDA DALAM IMPLEMENTASI RENAKSI OGI 2016-2017

Kota Banda Aceh (3 Renaksi Tercapai):
- Penguatan kanal pengaduan publik,
Keterbukaan kanal informasi Gampong

DKI Jakarta (4 Renaksi
Tercapai):

Penguatan Keterlibatan
Masyarakat, Citizen
Relationship
Management
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Kota Semarang (4 Renaksi Tercapai):
Penguatan Tata Kelola Data dan Kanal
Pengaduan Publik

Kota Bandung (4 Renaksi
Tercapai):

Keterbukaan Dana Hibah,
Open Data

Kabupaten Bojonegoro (3 Renaksi
Tercapai):
Revolusi Data, Open Contracting




PEMBELAJARAN PELAKSANAAN RENAKSI 2016-2017

Program dan sasaran yang
lebih terfokus padarencana
aksi selanjutnya

Peningkatan keterlibatan
stakeholder OGI dalam penyusunan,
pelaksanaan dan monev
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Memperkuat tata kelola
penyelenggaraan Open
Government Indonesia

Memperluas inisiatif
keterbukaan pemerintah di

daerah secara lebih efektif
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Wisma BSG, 3rd-A Floor,
Kantor Staf Presiden
JI. Abdul Muis No. 40 Jakarta, 10160

www.opengovindonesia.org
f Open Government Indonesia t @OpenGovindo Ynu indonesiaopengov



LAMPIRAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI OGI 2017

REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
SUB-RENAKSI TINGKAT SUB-RENAKSI TINGKAT SUB-
NASIONAL NASIONAL

S 14

Tareet Akhir Tercapai arget Akhi dak Tercapai
arget Akhir Tercapai MTarget Akhir Tidak Tercapai Tanget Akhir Tercapa M Target Akhir Tidak Tercapa

W Tidak

Ada larget Capaian

Sumber: Sistem Pemantauan Rencana Aksi Open Government Indonesia (Per Desember 2017)
Catatan: 1) Sub-Renaksi Tingkat Nasional adalah Sub-Renaksi yang dilaksanakan di 13 Kementerian/Lembaga
~\ OPEN 2) Sub-Renaksi Tingkat Sub-Nasional adalah Sub-Renaksi yang dilaksanakan di 1 Provinsi dan 4 Kabupaten/Kota
LJ GOVERNMENT
INDONESIA



